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ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN 
(Studi hadith-hadith Rasulullah tentang al-imam dan  al-Imamah) 
 
Nurul Iman 




Masalah kepemimpinan (leadership)  menjadi persoalan yang signifikan pada dekade terakhir 
dalam hubungannya  dengan kesuksesan sebuah organisasi pada level apapun. Kepemimpinan 
baik politik maupun non politik merupakan “kedudukan” yang memungkinkan seseorang 
untuk mengelola wewenang kekuasaan dalam rangka tujuan tertentu sesuai amanat yang 
diterimanya. Islam memiliki cara pandang tersendiri terhadap kepemimpinan. Kepemimpinan 
dianggap sebagai amanat, tanggung jawab, kesempatan beramal, pelayanan masyarakat dan 
bukan semata-mata sebagai kekuasaan, wewenang atau bahkan alat untuk melakukan 
penindasan dan kezaliman. Dalam makalah ini akan diuraikan  konsep kepemimpinan Islam 
dengan fokus studi kajian hadith-hadith Rasulullah  tentang al-imam dan al-imamah. 
Pembatasan kajian ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran dasar yang menyeluruh tentang 
ajaran Islam berkenaan dengan kepemimpinan ini. 
 
Kata kunci:  al-imam; al-Imamah; etika; tanggung jawab kepemimpinan 
 
PENDAHULUAN 
Islam diyakini sebagai agama universal yang mengatur seluruh kehidupan seorang muslim. 
Islam yang merupakan petunjuk menuntut pemeluknya untuk mengaplikasikan ajarannya 
dalam kehidupan. Politik --yang berkaitan dengan kekuasaan dan negara-- sebagai bagian 
kehidupan tentunya tidak terlepas dari aturan Islam. Negara yang merupakan institusi politik 
sangat dibutuhkan  sebagai wadah dan pelindung bagi pengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut. 
Menurut al-Maududi, banyak kebijakan syariat Islam yang tidak dapat dilaksanakan kecuali 
jika ada negara, seperti halnya  penegakan hukum pidana
1
. Hanya saja dalam kenyataannya, 
masalah kekuasaan dan kepemimpinan masih menjadi materi yang terus diperdebatkan di 
kalangan pemikir hingga saat ini. 
Sejarah mencatat bahwa persoalan pertama yang diperselisihkan sepeninggal 
Rasulullah (632 M) antara Muhajirin dan Anshar adalah masalah imamah
2
 (kepemimpinan) 
atau kekuasaan  politik. Masalah ini dapat diselesaikan  dengan diangkatnya Abu Bakar 
                                                          
1
 Abu A’la al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, terj. Asep Hikmat, Sistem Politik Islam, (Bandung: 
Mizan, 1995),  35. 
2
 Nazih Ayubi, Political Islam (London: Routledge, 1991), 1. 
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sebagai khalifah pertama, tetapi masalah ini pula yang kemudian memecah belah umat Islam 
menjadi Ahl Sunnah, Syiah dan Khawarij, dan memakan korban terbunuhnya Ali bin Abi 
Thalib (661 H).  
Pemikiran tentang politik Islam sejatinya telah dikenal di kalangan Fuqaha seperti Abu 
Hanifah (767 M) dan Imam Syafi’i (819 M). Corak pemikiran mereka masih bersifat 
legalistik normatif karena berakar pada teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah. Unsur kesejarahan 
kemudian menjadi nampak pada abad ke V seperti dalam karya Ali Bin Muhammad al-




Makalah yang sederhana ini tidak akan membahas  pemikiran para tokoh Islam 
tersebut, tetapi secara khusus akan menfokuskan kajian pada teks hadith-hadith Rasulullah 
berkenaan dengan masalah kepemimpinan politik khususnya dengan kata kunci imam dan 
imamah. Arah pembahasan ini dipilih untuk  menyederhanakan  konsep berpikir tentang 
politik dan kepemimpinan Islam berdasar pada petunjuk Rasulullah SAW. 
 
LANDASAN TEORI 
1. Pemimpin Dalam Islam Dan  Karakteristiknya 
Dalam Islam, terdapat berbagai istilah  yang digunakan untuk menyebut pemimpin  dan 
kepemimpinan. Terdapat kata khalifah, imam, uli al-amri, wali, dan ra’in, untuk 
menyebut pemimpin Islam. Dari ungkapan tersebut, lalu istilah kepemimpinan Islam 
disebut sebagai khilafah, imamah, amr al-mukminin, wilayah, dan ri’ayah.4  
Secara bahasa imam menurut Anton Na’mah diartikan sebagai: man ya’tamm  
bih al-nnas  min rais aw  ghairuh (siapa yang diikuti oleh orang lain baik pemimpin 
atau selainnya);  atau  khalifah;  syakhs yujassad matsalan a’la (seseorang yang  
diperhitungkan sebagai panutan utama).
5
  Sedangkan Hans Wehr  menyebut imam 




Definisi kebahasaan ini menegaskan bahwa imam atau pemimpin  merupakan 
sosok panutan  yang diperhitungkan dikarenakan kecakapan agama maupun kualitas 
                                                          
3
 Abdul Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, (Jakarta: LSIK, 1994), 35. 
4
 M. Dian Supyan, Kepemimpinan dalam Tafsir al-Misbah, (Yogyakarta: IAIN Suka, 2013), 64-86 
5
 Anton Na’mah et.al. al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyah al-Mu’ashirah, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2001), 43. 
6
 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (Beirut: Librairie Du Liban, 1974), 25. 
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dirinya.  Aspek kepemimpinan dalam shalat serta sifat pemimpin yang tegak lurus  
menjadikan pemimpin  sebagai panutan yang disegani.  
Dengan merujuk definisi etimologi tersebut, secara istilah pemimpin menurut M. 
Ahmad Lauh diartikan sebagai “seseorang yang dapat diikuti oleh orang lain, baik ia 
seorang kepala, tokoh panutan, imam shalat, khalifah, maupun panglima pasukan”7. Hal 
ini sesuai dengan hadit Rasulullah bahwa seorang pemimpin atau imam adalah sosok 
yang dapat diikuti. Lauh menambahkan bahwa lafal al-imamah secara sendiri tidak 
mengandung pujian atau celaan, hingga berhimpun kepadanya sifat lain. Karena itu 
sering dikatakan oleh ulama istilah imam al-huda (pemimpin penuh petunjuk) dan imam 
al-dhalalah (imam kesesatan). 
Abdullah bin Abdul Muhsin al-Thariqi menyebut pemimpin dalam Islam 
memiliki aspek ar-riasah al-‘ammah (otoritas umum) di dalam agama dan dunia 
sekaligus
8
. Karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin, dialah pemimpin yang 
menjaga agama dan mengendalikan urusan dunia. Inilah tuntutan penting dalam 
kehidupan kaum muslimin. 
Untuk menilai sebuah kepemimpinan dapat disebut  sebagai imam al-huda, 
maka Muhadi Zainudin menyebut ciri kepemimpinan  Islami, didasarkan kepada sistem 
dan cara yang dipraktekkan dalam memimpin seseorang
9
. Esposito menyebut bahwa 
prinsip umum tentang syarat minimal bagi kepemimpinan (pemerintahan) Islam  adalah 
bersesuaiannya dengan syariah, bukan watak kepala negara. Hukum Islam adalah 
kriteria bagi legitimasi sebuah kepemimpinan (negara) Islam
10
.  
S. al-Awa menambahkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh 
kepemimpinan Islam adalah: a) al-Shura (mutual consultation); b) keadilan (justice); c) 
kebebasan (freedom); d) persamaan (equality); e) pertanggungjawaban pemimpin dan 
ketaatan rakyat
11
. Prinsip-prinsip tersebut merupakan supreme values yang mempunyai 
banyak pengaruh terhadap format konsep kepemimpinan (negara) Islam, fungsi-
fungsinya, serta sistem pemerintahannya. 
                                                          
7
 M. Ahmad Lauh, “al-Imamah wa Makanatuha fi al-Islam” dalam www.darmalo.com/spip. php?article 312 
diakses 20 maret 2016. 
8
 Abdullah bin Abdul Muhsin al-Thariqi, Al-Imamah fi al-Islam Usus wa Mabadi’ wa Wajibat, (Dubai: 
Maktabah al Malik Fahd, 1415)29. 
9
 Mahdi Zainuddin, Studi Kepemimpinan Isam, (Yogyakarta: al-Muhsin, 2002), 15-16. 
10
 John L. Esposito, Islam dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 41. 
11
 Muhamed S. al-Awa, On The Political of The Islamic State, (Indiana: American Trust Publication, 1978), 83. 
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Selain prinsip-prinsip dasar yang dipegangi tersebut, kepemimpinan dapat 
berjalan sukses jika ditunjang oleh karakter kuat diri pemimpin.  AF Djunaerdi  dengan 
merujuk pada  teori Prijosaksono (2002) tentang Q Leader (IQ-EQ-SQ), menyebut 
aspek kepemimpinan yang baik  menggabungkan aspek-aspek berikut: 1) Perubahan 
karakter dari dalam (character change); 2) Visi yang jelas (clear vision); dan 3) 
Kemampuan atau kompetensi yang tinggi (competence)
12
. Ketiga karakter tersebut 
dilandasi dan didukung sikap disiplin yang tinggi untuk senantiasa tumbuh, berkembang 
baik secara internal (kemampuan intrapersonal, teknis, pengetahuan dan lainnya) 




Kajian dalam makalah ini merupakan hasil penelitian  yang bercorak kepustakaan (library 
research) dalam arti bahwa semua sumber datanya  berasal dari bahan-bahan tertulis yang 
berkaitan dengan topic yang dibahas berupa buku-buku hadits.  Data-data yang berhasil 
dihimpun tentang  hadith-hadith  bertema al-imam dan al-imamah diinterpretasi  kualitatif 
untuk selanjutnya dibuat generalisasi. Penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif, 
setelah itu baru diambil kesimpulan.  
 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
1. Hadits-hadits Nabi Tentang al-Imam dan al-Imamah 
Berdasar penelusuran pustaka terhadap hadith-hadith  tentang al-imam dan al-imamah, 
ditemukan  lebih dari lima puluh hadith.  Hanya saja kajian hadith dalam makalah ini 
difokuskan pada enam buah hadist berikut:  
 
1. Hadits Kesatu 
(زو هيلع نإف ،هريغب رمأ نإو ،اًرجأ كلذب هل نإف ،لَدَعو الله ىوقتب رمأ نإف ،هب ىقتيو هئارو نم َلتاُقي ؛ةَّنُج ماملإا امنإاًر) ؛
هيلع قفتم  
“Sesungguhnya imam itu ibarat perisai, yang berperang dan  berlindung di belakangnya. 
Jika dia memerintah dengan ketakwaan kepada Allah dan berbuat adil, maka baginya 
                                                          
12
 AF. Djunaedi.  “Filosofi dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam” dalam Al-Mawardi (Yogyakarta: UII, 2005), 
56 
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pahala. Jika dia memerintah dengan selain itu, maka ia akan ditimpa dosa”. (Muttafaq 
‘Alaih) 
 
2. Hadits Kedua 
(مهتوعد درت لا ةثلاث : ،ءامسلا باوبأ اهل حتفيو ،مامغلا قوف الله اهعفري ،مولظملا ةوعدو ،لداعلا ماملإاو ،رِطُفي ىتح مئاصلا
برلا لوقيو :نيح دعب ولو كَّنرصنلأ يتزعو)دمحأو ،يذمرتلا هجرخأ ؛ 
“Tiga golongan yang tidak ditolak permohonannya oleh Allah: Seorang  yang berpuasa 
hingga ia berbuka; imam yang adil; dan doa seorang yang terdholimi.  Allah akan 
mengangkatnya  diatas diatas awan dan membukakan pintu-pintu langit. Allah lalu 
berfirman: “Dan demi keagunganKu. Aku sungguh akan menolongnya walau sesudah 
beberapa saat”. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 
Hadit ini menegaskan bahwa diantara golongan  yang tidak dapat ditolak doanya oleh 
Allah SWT adalah seorang yang berpuasa, imam yang adil, serta orang yang teraniaya 
(termasuk rakyat kecil). Allah bahkan bersumpah  untuk  memastikan pertolonganNya bagi 
ketiga golongan tersebut. 
 
3. Hadits Ketiga 
(ةنجلا مهعم لخدي مل لاإ ،حصنيو مهل دهجي لا مث ،نيملسملا رمأ ِيَلي ٍريمأ نم ام )ملسم هجرخأ 
“Barang siapa  yang memikul kepemimpinan kaum muslim, kemudian ia tidak bersungguh-
sungguh dan membela urusan mereka, ma tidak ia masuk surga bersama mereka” (HR. 
Muslim) 
Hadits ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang 
seharusnya ditunaian dengan penuh kesungguhan.  Rasulullah menyebut pemimpin yang abai 
terhadap kenyataan ini, tidak diperkenankan masuk surga bersama mereka yang dipimpinnya.   
 
4. Hadits Keempat 
 رذ يبلأ الله لوسر اق-هنع الله يضر- ةراملإا يف( : ىَّدأو ،اهقحب اهذخأ نم لاإ ،ةمادنو يزخ ةمايقلا موي اهنإو ،ةنامأ اهنإ
ااهيف هيلع يذل)ملسم هجرخأ ؛ 
Rasulullah bersabda kepada Abu Dzarr: “Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat, 
dan di hari kiamat akan menjelma menjadi kehinaan dan penyesalan, keuali orang yang 
menunaikannya  dengan penuh tanggungjawab”  (HR. Muslim) 
Sunnah Rasul telah menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan amanat yang 
wajib ditunaikan.  Jika tidak ditunaikan,  amanat kepemimpinan menjadi penyebab kehinaan 
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dan penyesalan. Sebaliknya jika dapat ditunaikan, maka ia akan mengantarkan kepada 
kemulyaan  dan kejayaan, didunia dan akhirat.  
 
5. Hadist Kelima 
لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نأ ةريره يبأ نع " :الله مهضغبي ةعبرأ : خيشلاو ،لاتخملا ريقفلاو ،فلاحلا عايبلا
 رئاجلا ماملإاو ؛ينازلا«يف يئاسنلا هجرخأ نسح ثيدح اذه » هننس  
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Empat golongan yang dibenci Allah: 
Penjual yang banyak sumpah; Fakir yang sombong; Orang tua yang berzina; Imam yang 
berbuat aniaya” (HR. Nasai) 
Dalam hadits tersebut terdapat larangan  bagi imam untuk berbuat aniaya. Jika tidak, 
maka ia akan bergabung ke dalam golongan yang dibenci Allah bersama  penjual yang 
mengumbar sumpah, fakir yang sombong, serta orang tua pezina.  
 
6. Hadits Keenam 
(مو هتجاحو هتلخ نود ءامسلا باوبأ الله قلغأ لاإ ،ةنكسملاو ةلخلاو ةجاحلا يوذ نود هباب قلغي ٍلاو وأ مامإ نم امهتنكس) ؛
دمحأ هجرخأ ؛حيحص. 
“Tidaklah terdapat seorang pemimpin atau penguasa yang menutup pintu rumahnya dari 
(rakyat)  yang memiliki kebutuhan,  papa, dan miskin, kecuali Allah akan  menutup pintu 
langitnya ketia ia butuh dan miskin”. (HR. Ahmad) 
Dalam hadit ini, menurut al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul al-Ahwadzi,  Allah akan 
memberikan penolakan (ihtijab) terhadap kebutuhan seorang pemimpin jika ia enggan dan 
menghindar dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Penyebutan  al-hajah, al-khullah, dan al-
maskanah yang nota bene berdekatan maknanya tersebut merupakan bentuk  ta’kid dan 




2. Etika Dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Menurut Hadits Nabi 
Dari uraian  terhadap hadit-hadit tersebut  tersebut dapat dipahami beberapa hal berikut ini: 
1. Seorang pemimpin haruslah adil dan melindungi rakyatnya.  Keadilan merukan syarat 
diperolehnya pahala, dan sebaliknya ketidakadilan hanya akan mengundang datangnya 
dosa. 
                                                          
13
 Muhammad ‘Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Akhwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi,  
(Beirut: Darul Fikri, 2008), 469. 
TEMA  : DINAMIKA PARTAI POLITIK 
 
966 | SEMINAR NASIONAL FISIP UMPO 2016   
 
2. Seorang pemimpin yang adil akan diperkenankan doanya oleh Allah dan tidak akan 
ditolak permohonannya. 
3. Seorang pemimpin harus bersungguh-sungguh dalam bekerja dan  membela 
kepentingan kaum muslimin dan rakyatnya. 
4. Seorang pemimpin dilarang untuk berbuat aniaya dan kedhaliman. 
5. Seorang pemimpin dilarang untuk mengambil “jarak” dan menghindar dari 
problematika rakyatnya.   
 
Petunjuk dan ajaran dari hadits tersebut jika diperhatikan menegaskan  tentang 
tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam dalam memberikan layanan bagi rakyat. 
Karena itu dikenal istilah “sayyid al-qaumi khadimuhum” yang berarti  bahwa pemimpin 
suatu komunitas sejatinya adalah pelayan yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 
menyesaikan problematika mereka. 
Dengan adanya sikap Islam terhadap kepemimpinan tersebut tidak  berlebihan jika 
kepemimpinan dan kekuasaan dipandang sebagai alat dan bukan bukan tujuan. 
Kepemimpinan menjadi sara  bagi penegakan nilai-nilai agama serta terciptanya kesejahteraan 
sosial.  Kepemimpinan bahkan dapat berfungsi sebagai media dakwah jika mengindahkan 
nilai-nilai Islam. Karena itu, penulis sependapat dengan Amin Rais bahwa tidak ada 
sekularisasi  dalam politik Islam, meskipun menurut sebagian orang sekularisasi dianggap 
proses yang mau tidak mau harus membarengi  modernisasi.  Sekularisasi yang salah satu 
komponennya  adalah “desakralisasi politik” akan menghapuskan legitimasi sakral (termasuk 
agama) atas otoritas kekuasaan
14
. Najih Ayubi menambahkan bahwa  sekularisme merupakan 
fenomena yang tidak ada relevansinya dengan sejarah Islam dikarenakan dua hal. Pertama, 
Islam tidak memiliki gereja dan sistem hirarki kependetaan. Kedua, agama Kristen berisi 
pokok-pokok kepercayaan, sedangkan Islam berupa sistem syariat menyeluruh yang 
mencakup urusan ibadah dan muamalah. Karenanya, Islam identik dengan way of life dan 
bukan hanya sebagai agama akhirat (din al-akhirah). Dalam Kristen hanya terdapat sedikit 




Dengan menjadikan politik sebagai alat bagi penegakan nilai-nilai agama, pemenuhan 
kesejahteraan sosial, dan media dakwah, maka seorang muslim akan memandang kekuasaan, 
                                                          
14
 M. Amin Rais, Cakrawala Islam, (Bandung: Mizan, 1994), 28. 
15
 Najih Ayubi, Political Islam, (London: Routledge, 1991), 45-49. 
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pengaruh, posisi politik, sebagai  sarana untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni 
pengabdian kepada Allah dan lii’lai kalimatillah (meninggikan agama Allah).  
 
KESIMPULAN 
Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk 
kepemimpinan dan politik. Dari kajian terhadap hadith-hadith Rasulullah tentang al-imam dan 
al-imamah terdahulu dapat dipahami bahwa  pemimpin dalam Islam  pelayan bagi 
kepentingan rakyatnya. Khalifah yang merupakan pemimpin politik tertinggi bahkan 
menyebut dirinya sebagai amir al-mukminin (suruhan kaum mukmin).  Kepemimpinan 
merupakan amanat rakyat yang harus ditunaikan sebaik-baiknya.  
Dalam menjalankan kepemimpinannya, keadilan  menjadi pokok persoalan yang 
selalu harus dikedepankan. Sebaliknya kedzaliman atau aniaya, haruslah dihindari.  
Segala perencanan, tindakan, dan keputusan seorang pemimpin seharusnya dicermati 
apakah memang telah mencerminkan keadilan. Rasul menegaskan  bahwa pahala dan dosa  
yang akan didapat pemimpin, bergantung pada sejauhmana prinsip keadilan ini ditegakkan. 
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